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JAKARTA-Badan Akuntabilitas Keuang-
anNegara (BAKN) DPR mengindikasikan
penyimpangantatakelolakeuangandi16
perguruan tinggi negeri (PTN) dan tigadi-
rektorat di Kementerian Pendidikan Nasio-
nal(Kemendiknas)sebesarRp137,3 miliar.

Lambung
sebesar Rp4

Untukdid
diknas ditemukan di Dir
rat Pendidikan Dasar ¥
ngah (Ditdi men) sebesar
Rpi5 miliar dan Direkiorat
Pendidikan Mutu
cbesar Rp58 mi-
AKNitu dilihat
boran Hasil Pemer
)Badan Pemeriksa Ke-
gan r’H‘.W\\ terhadap Ke-
tuktahunangga-
09,dan 2010,”
iwawancarai

wartawan di Gedung DPR, Ja-
karta, kemarin. Menurut Eva,
LHPBPK inimerupakanpeme-
riksaan terhadap tata kelola
keuangan terkait pengadaan
barang dan jasa, penerimaan
negara bukan pajak (PNBP),
dan rekening-rekening terkait
di16 PTN dan tiga direktorat di
Kemendiknas.
Diamengutarakan,atastin-
jauan BAKN ini, pihaknya me-
minta Komisi X DPR memprio-
ritaskan tindalk lanjut soal
nerja keuangan di 16 PTN dan
tiga direktorat Kemendiknas
rersebut. BAKN meminfa Ko-
misi X DPR segera menyeleng-
garakan rapat kerja dengan
Menteri Pendidikan Nasional
(Mendiknas)agar segeramela
leukan pembenahan. “Ada tiga
area permasalahan yang jadi
telaahan BARKN dalam proses
penganggaran pengadaan ba-
rang dan jasa berupa bentuk-
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Dhentuk kejanggalan, antara
lainpagubukandariusulanKe
mendiknas, penggunaan ang-
garan untulk kegiatan beda de-
ngan pcmmukmmym serta
penggunaan PNBP yang tidak
sesuai keputnsanpresiden,”te-
gasnya.

Menurut Eva, dalam masa-
lahiniyang perludipersoallan
tidak harus selalu BadanAng-
garan (Banggar) DPR dan ke-
menterian. tetapi jugaberkait-
an dengan kinerfa Direktorag
Jenderal Anggaran, Kemente
rian Keuangan (Kemenkeu).
Tni terutama dalam hal pen-
cairan dana yang prosesnya se-
cara politik tidak benar atau
akuntabel.

Diamelanjutkan,berkaitan
dengantelaah BAKN ditingkat
perencanaan pengadaan ba-
rang dan jasa, ditemukan ber-
bagai kejanggdlan antara lain
perencanaan yang tidak meru-
juk kehutuhan. penyusunan
harga perkiraan sendiri (HPS)
yang bersifat proses formal,
dan berindikasi terlalnmahal.

"Ini diindikasikan telah me-
langgar Keputusan Presiden
(Keppres) No.80/2003 tentang
Pedoman Telaksanaan Peng-
adaan Rarang/Jasa Pemerintah.
Sedangkan telaahan BAKN di

EVA ILUSUNMA SUNDARE
Anagota BAKNDPR

tingkat pelaksanaan proyek, dit-
emukan dfhentuk kejanggalan
yangdipraktilkanoleh 16PTN,”
tuturny:

Jialitu dimulai dengan ada-
nya ketidaksesuaian dengan
kontrak di USU, Universitas
Mataram (Unram),Universitas
Cendrawasih (Uncen), Univer-
sitas Haluoleo (Unhalu), Uni-
versitas Mulawarman (Un-
mnl), Universitas Airlangga
(Unair), dan Ditdikdasmen.
Indikasi kerugian negara dite-
mukan juga di Universitas Ga-
djahMada(UGM)sertaDitdik-
dasmen. Lalw ada proyek yang
tidak ditemukan fisiknya di
Unram. Dia menjelaskan, se-

mua temuan tadi melibatkan
dana APBN Rp367 miliar. “Se-
danglan telaah BAKN di ting-
kat pemanfaatan hasil peng-
adaan ditemukan kejanggalan
di tujuh PTN dan di Direktorat
Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidikan. Penyimpangan di
tingkat ini diduga sebesar
Rp88miliar) bebernya.

FEva mengungkapkan, seba-
paimana standard operational
procedure (SOP) yang ada,
BAKN akan menindaklanjuti
temuan-temuan ini jika dalam
15 hari kerja Komisi X DPR
tidak menyatakan komitmen-
nya untuk mempertanyakan
sekaligns mengklarifikasi hal
tersebut kepada Kemendiknas.

Sementaraitu, KetuaKomi-
si X DR Agus Hermanto ber-
janjiakan segera memanggil
Kemendiknasuntuk mengkla-
rifikasi temuan BAKN terse-
hut. Pihaknya sendiri meng-
aku, Komisi X secara resmi be-
lum menerimataporanhasil te-
Taahan BAKN tersebut.

"Kalau sudah menerima,
tentu kita akan bahas. Kita
akan menanyakan langsung
berbagai persoalan di Kemen-
diknas kepada Mendiknas.
Apabilanantitemuanitusudah
menjurus ke hukum, kita akan

percayakan ke Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) atau
BPK untuk mengusutnyalebih
lanjut,” tegasnya.

Agus menyebutkan, dalam
upaya mengklarifikasi masa-
lahini ke Kemendiknas, Komi-
si X DPR tentu harus melihat
proporsi yang dibahas. Dia me-
nyebutkan, Komisi X sendiri
hanya memberikan pengawas-
an ke Kemendiknas, sehingga
pihaknya tidak melakulkan pe
ngawasan langsung ke seluruh
PTIN dilndonesia.

Dari sisi pengawasan, Agus
menjelaskan, Komisi X sebe-
narnya hanya mengawasi im-
plementasi Undang-Undang
vang berkaitan dengan pelak-
sanaan APBN. Dalam menin-
daklanjuti temuan BAKN, pi-
haknya bisa saja proaktif me-
minta hasil telaahan ke BAKN.
“Kami akan serius menangani
ini. Tapi dasar pembahasan ha-
rus jelas dulu. Kalau adalapor-
an pasti akan ditindaklanjuti.
Trupasti. Nantikitakoordinasi-
kan dengan sekretariat komisi
untuk  meminta  laporan
BAKN,” pungkasnya.

Sementara itu, Mendikbud
Mohammad Nuh mengaku be-
Tum mengetahui tentang lapor-
an dugaan penyimpangan yang

dilansir oleh BAKN tersebut
Namun, intinya semua laporar
penyimpangan anggaran ber
dasarkan temuan BPKataupur
dari Badan Pengawasan Ke
uangan dan Pembangunar
(BPKP) akan ditindaklanjuti
“Regitu Saudara (wartawan) ta
nyasaya dengan pertanyaan itt
akan 'sn_vn cek.” katanya seusa
Pemilihan Pendidil: danTenage
Pendidik Berprestasi dan Ber
dedikasidi Jakarta kemarin.
Mantan menkominfo in
menjelaskan, secepatnya diz
akan memerintahkan Inspek
torat Jenderal (Irjen) Kemen
dikbud Haryono Umar untul
memeriksalaporan tersebut.
Universitas Sumatera Uta
ra (USU) terkejut karena dise
but oleh BAKN DPR masuk da

»]lam 16 PTN yang penganggar

annya diduga menyimpang
“Saya terkejut dantak taht
dari mana informasi itu. Kol
dibilang USU ada praktik
praktik tak sesuai prinsip hing
gaRp55miliar? Padahalsemue
sudah kami lakukan sesuai ke
tentuan pemerintah,” ucaj
Pembantu Rektor T USU Ar

mansyah Ginting
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